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Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana 
yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi BahasaArab (A Guide to Arabic 
TransliterationaI), INIS Fellow 1992. 
A. Konsonan  
Arab  Latin Arab  Latin 
 Th ط  a ا
 Zh ظ B ب
 „ ع T ت
 Gh غ Ts ث
 F ف J ج
 Q ق H ح
 K ك Kh خ
 L ل D د
 M م Dz ذ
 N ن R ر
 
vii 
 W و Z ز
 H ه S س
 ‟ ء Sy ش
 Y ي Sh ص
   Dl ض
 
B. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla 
Vokal (i) panjang = î misalnya قيم menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = Ũ misalnya ٌٔد menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah  ditulis 
dengan ”aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = ٔ۔ misalnya قٕل menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ڍ misalnya خيش menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah (ۃ ) 
 
viii 
ta‟ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, 
tetapi apabila Ta‟ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya سةالرسالة للمدر  menjadi al-
risalat li al-madrasah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari 
susunan mudlaf  dan Mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t 
yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هللاmenjadi fi 
rahmatillah. 
D. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah 
Kata Sandang berupa “al” ( ) ال  ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 
diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 
b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 














ZULKIFLI (2021)  : “PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF 
MAQASYID AL-SYARIAH”. 
 
Penenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena tentang tingginya 
pernikahan tanpa disertai dengan proses pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, 
permasalahan yang ada dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya 
aturan tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana konsep pencatatan perkawinan tersebut, dalam 
perspektif Maqāṣidasy-syarīah? Dan apa pentingnya pencatatan pernikahan dalamp 
erspektif al-Maqashid al-Syari‟ah dalam konteks masyarakat saat ini?  
Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data diambil dari data 
Primer; yang berupa Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, dan 
Kompilasi Hukum Islam; dan data Sekunder; yaitu buku dan karya tulis yang 
membahas tentang pencatatan perkawinan atau buku nikah dan Maqâshid al-
Syarî‟ah. Data kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.              
Hasil penelitia nmenunjukkan bahwa; Pertama, aturan Pencatatan Perkawinan 
dalam Kompilasi Hukum Islam masih menimbulkan ragam penafsiran. Namun 
demikian, pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif 
yang mewajibkan setiap perkawinan bagimasyarakat Islam untuk dicatat, yang 
pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan 
KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus 
melalui mekanisme isbat tnikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan 
hukum sebagai suatu perkawinan; Kedua, konsep pencatatan perkawinan dalam KHI 
tersebut, sangat sesuai dengan teori Maqāṣidasy-syarīah atau tujuan dari 
ditetapkannya sebuah hukum syariah. Juga selaras dengan prinsip maslahah 
(kemanfaatan) dalam pandangan Al-Syatibi. Relevansinya terletak pada perlindungan 
hak dan kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindunganj iwa 
(hifdz al-nafs), melindungi hak nafkah, harta bersama, waris (hifdz al-mal), hak anak 
(hifdz al-nasl). Bahkan pencatatan tersebut bisa menjadi bagian rukun nikah, jika 
merujuk pada urgensi dan kemashlahatan dari sebuah pernikahan; dan Ketiga, 
pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia saat 
ini menjadi tidak bisa terbantahkan. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah 
menetapkan beberapa ketetapan yang mengharuskan bagi setiap warganaya agar 
melakukan pencatatan dalam pernikahan. 
 Oleh karena itu, sebagai warga Negara, sudah menjadi sebuah keharusan 
untuk mentaati pemimpin atas perintah-perintah yang diberikan, selama tidak 
bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Ulama  telah sepakat bahwa aturan-aturan 
yang telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya 





ZULKIFLI (21990215535): “MARRIAGE REGISTRATION IN THE 
MAQASYID      AL-SHARIA PERSPECTIVE”. 
 
This research is motivated by the phenomenon of the high rate of marriage without 
being accompanied by the process of recording the marriage. Therefore, the problem 
that is answered in this research is how exactly are the rules regarding marriage 
registration in the Marriage Law and the Islamic Law Compilation? How is the 
concept of marriage registration, in the Maqāṣidasy-syarīah perspective? in the form 
of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 
of 1975 concerning Marriage Registration, and the Compilation of Islamic Law; and 
Secondary data; namely books and writings that discuss the registration of marriages 
or marriage books and Maqâshid al-Syarî'ah. The data were then analyzed using 
descriptive analysis techniques. The research results show that; First, the regulation 
of Marriage Registration in the Compilation of Islamic Law still gives rise to various 
interpretations. However, the regulation of marriage registration based on the KHI is 
imperative which obliges every marriage for the Muslim community to be recorded, 
which is recorded by VAT as regulated in Law 22/1946. Even KHI asserts that the 
ratification of unregistered marriages must go through the mechanism of its marriage 
at the Religious Courts in order to have legal force as a marriage; Second, the concept 
of registration of marriages in the KHI is very much in line with the Maqāṣidasy-
syarīah theory or the purpose of the establishment of a sharia law. Also in line with 
the principle of maslahah (benefit) in Al-Syatibi's view. Its relevance lies in the 
protection of the rights and obligations of each husband and wife, namely in terms of 
protecting the soul (hifdz al-nafs), protecting livelihood rights, joint property, 
inheritance (hifdz al-mal), children's rights (hifdz al-nasl). Even the registration is 
part of the marriage pillar, if it refers to the urgency and benefit of a marriage; and 
third, the importance of recording the marriage, in the context of Indonesian society 
today, cannot be denied. As a state of law, Indonesia has established several 
provisions that require every citizen to register marriages. Therefore, as a citizen, it 
has become a must to obey the leadership of the orders given, as long as it does not 
conflict with the Qur'an and Sunnah. Scholars have agreed that the rules that have 
been made by Muslim leaders in Muslim-majority countries must be obeyed, 








 (: "حغضٍم انضواس بًُظىس يماصذ انششٌؼت".2021انضونكٍهً )
 
هزا انبغذ يذفىع بظاهشة اسحفاع يؼذل انضواس دوٌ أٌ ٌصاعبها 
ػًهٍت حغضٍم انضواس. وػهٍه فئٌ انًشكهت انخً ٌضٍب ػهٍها هزا 
انبغذ هً كٍف بانضبط هً انمىاػذ انخاصت بخغضٍم انضواس فً 
يضًىػت لاَىٌ انضواس وانششٌؼت اإلعاليٍت ، وكٍف ٌخى يفهىو 
ت وانغٍشة؟ فً شكم انماَىٌ حغضٍم انضواس فً يُظىس انًماصذٌ
نغُت  7بشأٌ انضواس ، انالئغت انغكىيٍت سلى  1791نغُت  1سلى 
بشأٌ حغضٍم انضواس وحضًٍغ انششٌؼت اإلعاليٍت ؛ وانبٍاَاث  1791
انزاَىٌت. وهً انكخب وانًؤنفاث انخً حُالش حغضٍم انضواس أو 
و كخب انضواس ويماصذ انغشٌؼه. رى حى حغهٍم انبٍاَاث باعخخذا
حمٍُاث انخغهٍم انىصفً. حظهش َخائش انبغذ أٌ ؛ أوالً ، ال ٌضال 
حُظٍى حغضٍم انضواس فً يضًىػت انششٌؼت اإلعاليٍت ٌزٍش حفغٍشاث 
أيش  KHIيخخهفت. ويغ رنك ، فئٌ حُظٍى حغضٍم انضواس ػهى أعاط 
إنضايً وانزي ٌهضو بخغضٍم كم صواس نهًضخًغ اإلعاليً ، وانزي 
ضشٌبت انمًٍت انًضافت ػهى انُغى انزي  ٌخى حغضٍهه بىاعطت
حؤكذ أٌ انًصادلت ػهى  KHI. عخى 22/1711ٌُظًه انماَىٌ 
انضٌضاث غٍش انًغضهت ٌضب أٌ حًش ػبش آنٍت انضواس فً انًغاكى 
انذٌٍُت يٍ أصم أٌ ٌكىٌ نها لىة لاَىٍَت كضواس ؛ راًٍَا ، 
ذ كبٍش ٌخًاشى يفهىو حغضٍم انضٌضاث فً انًًهكت اإلعاليٍت إنى ع
يغ َظشٌت انًماصذٌت وانغٍشة أو انغشض يٍ إَشاء لاَىٌ 
انششٌؼت. كًا ٌخفك يغ يبذأ انًصهغت فً سأي انصٍاطٍبً. حكًٍ 
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أهًٍخها فً عًاٌت عمىق وواصباث كم صوس وصوصت ، وحغذٌذًا فً 
عًاٌت انُفظ ، وعًاٌت عمىق انشصق ، وانًهكٍت انًشخشكت ، 
ألطفال )عفظ انُفظ(. انُصم(. وانًٍشاد )عفظ انًال( ، وعمىق ا
عخى انخغضٍم هى صضء يٍ سكٍضة انضواس ، إرا كاٌ ٌشٍش إنى 
إنغاط انضواس وفائذحه ؛ ورانزًا ، ال ًٌكٍ إَكاس أهًٍت حغضٍم 
انضواس ، فً عٍاق انًضخًغ اإلَذوٍَغً انٍىو. كذونت لاَىٌ ، 
وضؼج إَذوٍَغٍا انؼذٌذ يٍ األعكاو انخً حخطهب يٍ كم يىاطٍ 
ضٍم انضٌضاث. نزنك ، كًىاطٍ ، أصبظ ال بذ يٍ االَصٍاع حغ
نمٍادة األوايش انصادسة ، طانًا أَها ال حخؼاسض يغ انمشآٌ 
وانغُت. احفك انؼهًاء ػهى أَه ٌضب االنخضاو بانمىاػذ انخً 
وضؼها انمادة انًغهًىٌ فً انبهذاٌ راث األغهبٍت انًغهًت ، 









A. Latar belakang Masalah 
“Salah satu yang menjadi agenda penting dalam sejarah kehidupan manusia 
adalah perkawinan. Bahkan ia akan menjadi satu masalah yang krusial dan 
esensial bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan bahwa perkawinan 
merupakan bentuk hak kodrati guna pemenuhan hasrat seksual, selain itu yang 
lebih penting perkawinan merupakan jalan untuk membentuk tatanan masyarakat 
terkecil yang disebut dengan keluarga.
1
 Oleh karena itu, pada hakikatnya proses 
pernikahan menjadi “ritual” suci, yang akan menghantarkan seseorang pada 
tatanan keluarga. Karena ia suci, maka ia memiliki prosedur dan aturan yang 
jelas untuk melangsungkan prosesi pernikahan tersebut.” 
“Sebagai sebuah Negara hukum (recht staat),
2
 maka negara Indonesia 
memiliki seperangkat aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan 
masyarakat, termasuk diantaranya adalah aturan hukum mengenai perkawinan 
Pernikahan di Indonesia, sudah diatur sedemikian rupa dalam sistem hukum 
Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun dalam hukum positif tentang 
pernikahan. Misalnya dalam undang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang 
                                                             
1
 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan 
Fiqih Dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29 
2
 C.T.S Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: Balai 




menyebutkan bahwa: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 
denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanketuhanan Yang Maha 
Esa.“ 
“Dalam undang-undang tersebut, disebutkan tentang makna atau definisi 
pernikahan.Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan: Pertama, bahwa 
pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita 
sebagai suami istri; Kedua, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin itu 
ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
sejahtera;
3
 dan  Ketiga, Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekalitu 
berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
“ 
“Sedangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan batasan tentang 
pernikahan, yaitu pernikahan adalah suatu akad yang kuat (mitsâqan galîza).
5
 
Oleh karena itu, suatu keharusan bagi setiap orang yang ingin melangsungkan 
                                                             
3
 . Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga 
merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. 
Lihat Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1986), h. 70 
4
Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum 
Islam” YUDISIA,Vol. 5, No. 2, Desember 2014 
5
 Lihat pasal 2 Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Departemen Agama 
RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, 
h. 166. Dalam Alquran sudah 15 abad yang silam ungkapan mitsaqan ghaliza ini diperkenalkan. 
Ungkapan ini di dalam Alquran dikemukakan hanya sebanyak tiga kali dalam konteks yang berbeda. 
Satu di antaranya berkaitan dengan perikatan dalam pernikahan seperti dalam Q.S. [4: 21], dua yang 
lainnya berkaitan dengan perikatan antara Tuhan dengan para Nabi seperti dalam Q.S. [33: 7], dan 
perikatan antara Tuhan dengan seluruh manusia seperti dalam Q.S [4: 154]. Penjelasan lebih lengkap 
tentang ketiga ungkapan di atas dapat pula dilihat dalam Muhammad Quraish Shihab, Untaian 




pernikahan agar memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah. Prosedur-
prosedur tersebut berupa syarat dan rukun yang telah ditentukan baik yang 
tertulis dalam kitab-kitab fikih klasik, atau ketentuan yang secara resmi telah 
diberlakukan pada masyarakat Muslim Indonesia sebagaimana Instruksi Presiden 
Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut 
di atas.” 
“Syarat-syarat dan rukun-rukun ini, menjadi sangat penting untuk 
dilaksanakan agar akad nikah yang diselenggarakan, mendapatkan legalitas 
hukum yang kuat dan terhindarnya dari larangan-larangan penyelenggaraan akad 
nikah. Artinya, semua syarat dan rukun akad nikah ini merupakan media untuk 
mendatangkan kemaslahatan yang tidak hanya diperuntukkan pada istri tetapi 
berfungsi pula untuk kemaslahatan suami. Akad pernikahan yang dilaksanakan 
dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang telah ditentukan dapat disebut 
sebagai akad nikah yang batil, sementara akad pernikahan yang tidak memenuhi 
salah satu rukun disebut sebagai akad nikah yang rusak (fasid). Keduanya 




“Selain itu, untuk tercapainya kemasalahatan baik untuk suami dan terlebih 
lagi untuk istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti 
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dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat 
Nikah,
7
bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
Apabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara 
resmi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta 
nikah, maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki 
kekuatan hukum.” 
“Meskipun tidak ada satupun kelompok „Ulama yang menegasakan tentang 
pentingnya pencatatan, tetapi apa yang dikemukakan oleh Maliki terkait dengan 
hukum adanya saksi, relevan untuk dijadikan sandaran hukum pencatatan. Malik 
menyebutkan bahwa saksi tidak perlu dihadirkan pada waktu akad diucapkan dan 
bisa dihadirkan setelahnya.
8
 Imam Malik juga menegaskan pentingnya fungsi 
memberikan pengumuman tentang pernikahan yang ia saksikan, dan ini dapat 
dijadikan pijakan pentingya pencatatan untuk zaman sekarang ini. Menurut 
kelompok ini, saksi tidak harus dihadirkan pada saat pernikahan terjadi. Saksi 




“Beberapa negara Muslim memperkenalkan aturan pencatatan pernikahan 
dalam Undang-undang hukum keluarga mereka. Meski demkian, prinsip-prinsip 
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atau detail-detail aturan yang dibuat oleh negara-negara muslim 
untuk membuat aturan itu efektif berbeda-beda dari satu negara Muslim 
ke negara Muslim lainnya. Beberapa negara secara jelas mengatur tentang 
status atau posisi dari pencatatan tersebut, apakah pencatatan merupakan 
syarat administrasi saja atau merupakan syarat kesahan secara agama. Mereka 
juga, selain itu, mengatur tentang sanksi atas pelanggaran terhadap aturan 
pencatatan.” 
“Sementara di Indonesia pengaturan tentang pencatatan pernikahan tersebut, 
tertuang dalam UU No. 22/1964. Undang-Undang ini mengatur secara 
administratif perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan, perceraian dan 
rujuk, diawasi dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan 
pernikahan tersebut diperkuat dalam UU Nomor 1/1974, yang berlaku secara 
nasional tanpa membedakan agama apapun, dan Kompilasi Hukum Islam ini juga 
sebagai rujukan khusus bagi hakim Pengadilan Agama. Secara verbatim, 
pencatatan perkawinan sendiri menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini 
adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting”, bukan “peristiwa hukum”. Hal ini 
dapat terlihat jelas dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undan-gundang 
No. 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut: 
“Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 









“Meskipun sudah diatur oleh UU tentang keharusan pencatatan nikah dalam 
bentuk buku nikah, namun dalam prakteknya masih banyak umat Islam di negeri 
ini yang tidak melaksanakan UU tersebut. Misalnya penelitian yang dilakukan 
oleh Euis Nurlaelawati yang dilaksanakan pada 2011 di beberapa 
kabupatentermasuk Karawang, Depok dan Bogor, menunjukkan bahwa 
kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya di KUA dianggapsudah 
cukup tinggi, namun demikian pernikahan tanpa pencatatan masih terjadi.
11
 Di 
antara faktor yang mempengaruhi persoalan ini adalah faktor ekonomi juga 




“Konsekuensi dari proses perkawinan yang tidak tercatat, misalnya dalam 
beberapa kasus: kawin bawah tangan, atau dengan bahasa lain “sah agama” yang 
disebut sirri,
13
 apabila tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah akan 
mendatangkan persoalan yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila terjadi 
permasalahan dalam bahtera rumah tangganya. Diantara lain: menghilangkan hak 
istri untuk menuntut hak kewajiban suami secara hukum apabila dalam 
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 Abdul Manan menulis bahwa di antara  faktor penting dari terjadinya pernikahan sirri ini, 
di antara nya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap hukum Islam, izin poligami yang 
terlalu ketat, dan tokoh agama dan penguasa yang apatis terhadap aturan hukum Negara. Lihat Abdul 




mengarungi bahtera rumah tangga mereka kondisi keluarganya bermasalah 
seperti nafkah, harta gono-gini, waris, dan hak asuh anak dan lain sebagainya. 
Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan tanpa pencatatan, tidak akan 
memperoleh bukti kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan lainnya. 
Sedangkan akta lahir diperoleh jika terdapat akta nikah orang tuanya,tuntutan 
keperdataan lainnya. Mulai dari tuntutan atas hak waris, hak pemeliharaan anak 
dan tuntutan hak lainnya tidak akan dapat diselesaikan secara hukum, jika 
pasangan suami istri tidak memiliki bukti formal dari pernikahan mareka.
14
 
“Dengan kata lain, posisi perempuan dan anak kurang menguntungkan dan 
tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan 
dengan aspek penghormatan hak-hak kemanusiaan terutama merugikan 
perempuan juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip Maqāṣid asy-syarīah. 
Wajar, bila M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa perkawinan yang tidak 




Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam 
masyarakat, terutama perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. 
Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum 
yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta 
nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta 
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tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa 
dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.
16
 
Pencatatan perkawinan sangat penting bagi pasangan suami istri karena status 
perkawinannya diakui oleh negara.  
“Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan 
melalui buku nikah sebagai bukti tertulis suatu perkawinan yang dalam 
pelaksanaannya telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan 
dalam fiqh (hukum Islam), maka perkawinan semacam ini, dari aspek 
kenegaraan merupakan perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, 
sehingga berpotensi mendatangkan kemudharatan bagi pelakunya. Jika demikian 
halnya, maka pernikahan tanpa dengan adanya buku nikah, selainber tentangan 
dengan salah satu tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomor1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disebutkan 
di atas, sebagai upaya penertiban hukum dalam hal perkawinan yang dilakukan 
oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya,
17
maka 
dalam tinjauan Islam pernikahan tersebut tidak sejalan dengan maksud dan 
tujuan kemaslahatan bagi umat Islam atau dalam kajian Hukum Islam lebih 
dikenal dengan istilah al-Maqâshidal-Syarî‟ah, yaitu untuk kemaslahatan 
manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan.” 
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“Jika ditinjau dari teori Maqāṣid asy-syarīah, maka pencatan perkawinan 
tersebut  memiliki  tujuan  yang  sangat  baik  dalam  rangka  memberikan 
kemaslahatan  bagi  yang  melangsungkan  pernikahan  tersebut.  M.  Atho 
Muzhar  dan  Khairuddin  Nasution  menjelaskan  setidaknya  ada  tiga  hal yang  
menjadi  tujuan  pembaruan  hukum  pencacatan  perkawinan. Pertama, sebagai 
upaya unifikasi  hukum  untuk  mewujudkan  ketertiban  perkawinan dalam  
masyarakat. Kedua, melindungi  kesucian  perkawinan  dan  secara khusus  
mengangkat  dan  melindungi  status  perempuan  dalam  kehidupan rumah   
tangga. Ketiga,,   merespon   perkembangan   dan   tuntutan   zaman karena  
konsep  fiqh  tradisional  dianggap  kurang  mampu  memberikan solusi  terhadap  
permasalahan  yang  ada.
18
Bahkan  perkawinan    yang  dilakukan  tanpa  
prosedur  pencatatan    dikenal dengan   istilah   nikah   sirri,   nikah   sirri   
menurut   KHI   tidak   memiliki kekuatan  hukum,  sehingga  perkawinan  
tersebut  dikategorikan  sebagai perkawinan  haram.  Jikapun perkawinan 




“Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan menjadi sangat penting 
bagi pasangan suami istri karena status perkawinannya dapat diakui negara. 
Pencatatan perkawinan juga sangat penting bagi istri maupun suami dalam 
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menjaga hak-haknya untuk memperoleh harta waris ketika salah satunya 
meninggal dunia (hifdz almâl). Pencatatan perkawinan juga sangat diperlukan 
dalam hal menjaga keturunan (hifdz al-nasl), karena anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut statusnya harus jelas dan diakui, baik secara hukum negara 
maupun hukum agama.” 
“Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang 
bagaimana perspektif al-Maqâshid al-Syarî‟ah dalam melihat persoalan 
pernikahan tanpa pencatatan tersebut di atas. Berdasarakan persoalan di atas, 
maka judul penelitian ini adalah:“PENCATATAN PERKAWINAN DALAM 
PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪAH”. 
B. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Beberapa persoalan dalam penelitian ini, dapat dilakukan identifikasi 
sebagai berikut ini: 
a. Pengertian pencatatan nikah; 
b. Orang yang berhak mencatat pernikahan; 
c. Tinjauan hukum Islam tentang pencatatan nikah; 
d. Nash-Nash al-Quran dan Hadits tentang pencatatan Nikah; 
e. Pandangan para ulama tentang pencatatan Nikah; 
f. Pencatatan Nikah ditinjau dari perspektif Maqāṣid asy-syarīah; 




Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait 
sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka 
penulis membatasi permasalahan penelitian ini tentang Pencatatan 
perkawinan yang ada pada asal 5 Kompilasi Hukum Islam dengan ditinjau 
dari perspektif Maqāṣid asy-syarīah. 
3. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis 
rumuskan sebagai berikut  
a. Bagaimana aturan tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 
b. Bagaimana konsep pencatatan perkawinan tersebut, dalam perspektif 
Maqāṣid asy-syarīah? 
c. Apa pentingnya pencatatan pernikahan dalam perspektif Maqāṣid asy-
syarīahdalam konteks masyarakat Indonesia saat ini? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai 
adalah; 
a. Untuk mengetahui pencatatan pernikahan menurut Undang-undang 




b. Untuk mengetahui konsep pencatatan pernikahan ditinjau dari perspektif 
Maqāṣid asy-syarīah. 
c. Untuk mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan ditinjau dari 
perspektif Maqāṣid asy-syarīah dalam konteks masyarakat saat ini. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikansebagai; 
a. Salah satu khazanah Ilmu Pengetahuan Islam khususnya dalam bidang 
Hukum Islam; 
b. Memberikan pemahaman dan keyakinan secara teoritis kepada masyarakat 
dan khusunya kepada penulis sendiri tentang peraturan perundang-
undangan pencatatan perkawinan sebagai tindakan hukum yang harus 
dilakukan agar mendapat perlindungan hukum bagi setiap keluarga muslim 
di Indonesia; 
c. Salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum 








A. Kajian Teori 
1. Konsep Pencatatan dalam Islam 
Pertama kali melakukan pencatatan adalah Allah SWT. Hal ini 
dibuktikan melalui banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan 
pencatatan suatu peristiwa bahkan sampai pada yang terkecil. Sebagaimana 
digambarkan Alquran bahwa Allah menampilkan gaya kerja-Nya 
[manajemen] yang super full dalam melakukan pencatatan. Manusia juga 
dapat “meniru” yang diajarkan Allah sesuai dengan kapasitasnya sebagai 
manusia, khususnya dalam manajemen administrasi pencatatan. 
Pertama, Pencatatan dalam Q.S. [2: 282]. Dalam ayat ini, Allah 
berfirman: 
                            
                       
                           
                              
                            





                        
                        
                      
                     
                          
                     
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 
pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat 
menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan 
kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu 
mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 
janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang 
kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, 
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua 
orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, 
(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang 
yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi 
perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 
menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas 
waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil 
di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu 
pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu 
tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah 
pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu 
melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. 
Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan 
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Para pakar tafsir menafsirkan Q.S. [2: 282] yang berkaitan dengan 
penulisan tersebut adalah perjanjian utang piutang.
21
 Pakar tafsir lainnya 
menyatakan selain utang piutang, juga berkaitan dengan transaksi muamalat 
yang lebih luas,
22
 seperti perniagaan dan pinjam meminjam secara kredit 
yang dilakukan dengan jalan yang sah dan halal.
23
Kewajiban untuk 
melakukan pencatatan dalam ayat di atas, menurut Rabi‟ dan Ka‟ab, ketika 
sebuah transaksi yang memiliki tempo atau jangka waktu tertentu. Fungsinya 
untuk menghindari jika terjadi perselisihan dan persengketaan.
24
 
Meskipun kewajiban pencatatan tersebut, berkenaan dengan transaksi 
jual beli ataupun hutang piutang, namun demikian dalam konteks social 
(muamalah yang lebih luas), pencatatan menjadi penting untuk melakukan 
kontrak-kontrak social dengan sesama manusia, lebih-lebih berkaitan dengan 
jangka waktu tertentu. Hal ini, tidak lepas dari perintah dalam ayat di atas. 
Apabila perintah pencatatan dinyatakan hanya sebagai anjuran biasa, 
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tampaknya akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Terlebih banyaknya 
transaksi bisnis yang lingkupnya tanpa batas seperti di zaman sekarang yang 
tidak hanya dilakukan secara manual namun dilakukan pula secara digital 
atau online. 
Kedua, Pencatatan dalam Q.S. [78: 29]. Isi dari ayat ini adalah 
sebagai berikut: 
ُّ ِكٰتثًا   ُٰ ُكمَّ َشْيٍء اَْحَصْي َٔ 
 





Firman Allah dalam Q.S. [78:29] berkaitan dengan aktivitas Allah 
bersama para malaikat yang bertugas dalam bidang penulisan atau pencatatan 
untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan manusia yang kemudian 
didokumentasikan di alam lauh al-mahfuzh.
26
 Pencatatan dilakukan Allah 
dan para malaikat secara akurat, teliti dan rinci.
27
 
Oleh karena itu mustahil terjadinya kekeliruan atau kecacatan dalam 
pencatatan ini, sebab Allah dan para malaikat yang bertugas mengetahui 
secara pasti terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia. Allah dan 
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malaikat melakukan pencatatan secara apa adanya tanpa mengurangi 
pencatatan amal kebaikan manusia dan tanpa menambah pencatatan amal 
keburukan manusia. Kendati semua perbuatan tersebut telah dilupakan 
bahkan hilang dari ingatan manusia namun di sisi Allah catatan tersebut tetap 




Ketiga, Pencatatan dalam Q.S. [54: 52]. Lafal انضتش pada Q.S [54: 52] 
adalah catatan atau kitab perbuatan-perbuatan manusia yang dijaga 
keotentikannya dan didokumentasikan di alam lauh al-mahfuzh.
29
 Firman 
Allah ini tampaknya memiliki kesamaan dengan Q.S. [78:29] yang isinya 
menyatakan semua perbuatan manusia baik perbuatan yang baik atau pun 
perbuatan yang buruk atau sebagaimana pada ayat selanjutnya dari Q.S 
[54:52] yang tertulis  يستطشكثيشأٔصغيش ٔكم , yaitu perbuatan manusia yang kecil 
ataupun yang besar semuanya dicatat secara indah, rapi dan teliti. Malaikat 
yang bertugas adalah petugas-petugas yang selalu patuh dan taat kepada 
Allah dan tidak pernah melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah.  
Oleh karena itu, semua pencatatan yang dilakukan para malaikat ini 
tidak bias karena adanya faktor-faktor subjektivitas di dalam melaksanakan 
tugasnya. Hal ini, karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu sehingga tidak 
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memiliki pula kecenderungan untuk berbuat subjektif. Pencatatan ini pun 
dikoreksi dan kemudian disahkan Allah yang berarti memiliki asas legalitas 
hukum dan kepastian hukum yang akurat. Merujuk kembali pada Q.S. 
[78:29] khususnya pada potongan ayat [ِأحصيُا] yang di dalam terdapat 
dhamir “nahnu” membuktikan keikutsertaan Allah untuk menilai keabsahan 
data yang diperoleh malaikat. 
Keempat, Pencatatan dalam Q.S. [81: 10] Ayat ini menggambarkan 
setelah malaikat melakukan pencatatan terhadap segala perbuatan manusia, 
kemudian malaikat mendokumentasikan data itu ke dalam sistem pembukuan 
yang teratur dan rapi layaknya seorang petugas administrasi pemerintahan. 
Kelak pada hari yang ditentukan catatan-catatan ini dibuka dan diperlihatkan 
kepada manusia sebagai bahan bukti atau sebagai upaya pembuktian hukum 
baik berkaitan dengan perbuatan yang baik atau perbuatan buruk yang 




Kelima, Pencatatan dalam Q.S. [50: 23] Menurut Alquran setiap 
manusia sejak lahir dan hidup di dunia sampai tua dan selanjutnya 
meninggal, ada di antara makhluk Allah yang menyertainya hidupnya. 
Makhluk ini selalu menyertai kehidupan manusia baik dalam keadaan sehat, 
sakit, bahagia, sengsara atau pun dalam keadaan apapun. Makhluk ini pula 
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yang mencatat setiap perbuatan manusia yang baik atau pun buruk dan 
selanjutnya pada hari penghitungan nanti, ia pula yang menjadi saksi 
terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan manusia. 
2. Konsep Pernikahan dalam Islam 
“Lafaz nikah mengandung tiga macam pengertian: Pertama,  Menurut 
bahasa, nikah adalah al-dhammu atau al-tadakhul yang artinya berkumpul 
atau saling memasuki.
31
Kedua, menurut ahli Ushûl , nikah berarti: menurut 
aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang 
menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat 
Ahli Ushûl Hanafiyah. Ahli Ushûl Syafi‟iyah mengatakan, nikah menurut 
aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan 
wanita.
32
 Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.
33
 Abu 
Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli Ushûl dari 
sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua 
artisekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.
34
Ketiga, menurut Ahli Fiqh. 
Nikah pada hakikatnya adalahakad yang diatur oleh agama untuk 
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memberikan kepada priahak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh 
wanita itudan bertujuan membentuk rumah tangga.
35
“ 
“Yang dimaksud hak milik, yang dapat ditemukan hampirdi setiap 
definisi yang disebutkan fuqaha, ialah milku al-intifa‟,yaitu hak milik 
penggunaan (pemakai) sesuatu benda, karena ituakad nikah tidak 
menimbulkan milku ar-raqabah, yaitu memilikisesuatu benda, sehingga 
dapat dialihkan kepada siapapun;juga bukan milku al-manfa‟ah, yaitu hak 
memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh 
dialihkan kepada orang lain.
36
Para Ahli Fiqh ini, memberikan pemaknaan 
atas nikah, secara metaforis atau arti kiasan. Namun, mereka berbeda 
pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu Hanifah memakai arti 
“setubuh”, sedang al-Syafi‟i memakai arti “mengadakan perjanjian 
perikatan.”
37
 Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan 
pemakaian perkataan “nikah” di dalam al-Qur‟an dan hadis-hadis Nabi, maka 
“nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai 
dari pada “nikah” dengan arti “setubuh.”
38
“ 
Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha dapat ditarik 
kesimpulan, bahwa:“ 
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a. Hak monopoli dalam memiliki kemanfaatan atas istrinya hanya dimiliki 
oleh suami, karena selain suaminya haram merasakan kenikmatan itu. 
b. Si istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat 
melepaskan diri dari suaminya. 
c. Faraj (kemaluan) si istri adalah hak miliknya selaku pemilik raqabah dan 
manfa‟at, karena jika terjadi kekeliruan dalam wati syubhat, maka wajib 
atas suami tersebut membayar misl kepada istri, bukan kepada suami. 
d. Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tetapi si istri 
berkewajiban menyerahkan faraj (kemaluannya) sewaktu diminta oleh 
suaminya. Kewajiban suami bukanlah tuntutan akad, tetapi hanya 
berkewajiban memelihara moral istri. Jadi kalau si suami sudah 
membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali 
bahawa ia impoten, maka hal ini dianggap cukup untuk memenuhi 
tuntutan istrinya. 
“Sebagian ulama Syafi‟iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad 
ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Seperti dalam 






“Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan 





Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan 
definisi sebagai berikut : 
 
 
“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-





Jadi bukan akad tamlik bi al-intifa‟. Demikian pula di dalam al-Qur‟an 
dan hadis-hadis Nabi, perkataan “nikah” pada umumnya diartikan dengan 
“perjanjian perikatan”.Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat 
imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang 
dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan 
khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk 
melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, 
sholat, jihad, dan puasa sunnah.“ 
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“Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang 
pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan 
bahwa : Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 
Esa.
41
 Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia 
disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang 




“Definisi di atas bila dirinci lebih lanjut, maka akan ditemukan 
beberapa point penting berikut ini:“ 
a. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri. 
b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan sejahtera.  
c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan 
pada Ketuhanan Yang Maha Esa.  
“Ungkapan “akad yang sangat kuat atau mîtsâqon gholîdhon” dalam 
definisi KHI di atas, merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir 
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batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan itu 
sendiri. Hal ini, menunjukkan bahwa akad perkawinan bukanlah semata-mata 
perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati 
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan 
penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam 
rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa 
perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama, sehingga 
berimplikasi ibadah bagi orang yang melaksanakannya.  
“Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka 
perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus di 
jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia di ambil melalui prosesi 
keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi dari Ibnu 
Abbas yang di nukil oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin berikut;” 
 
 
“Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu 




“Jika demikian, maka hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU 
No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena 
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keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi 
sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk 
membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan 
Yang Maha Esa.
44
 Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan 
hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang 
memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak 
pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan 




“Imam asy-Syafi‟i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu 
calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam 
Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, 
sigat.
46
Mahar/ mas kawin adalah hak wanita,karena dengan menerima mahar, 
artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja 
mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, 
karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama 
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Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar 
perbuatan yang terpuji (istishâb) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. 
Sebagaimana saksimenjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi‟i.” 
“As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwaakad nikah 
merupakan ijab qabul yang memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:” 
a. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan,yaitu berakal, balig, 
dan merdeka. 
b. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuhuntuk melakukan 
akad. 
c. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itumenguntungkan 
pihak yang berijab. 
d. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad beradadalam satu majlis 
dan saling memahami ucapan lawan.
48
 
“Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepaka tbahwa akad nikah itu 
baru terjadi setelah dipenuhinyarukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:” 
a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa danberakal (akil balig). 
b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. 
c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantinlaki-laki yang 
diberikan setelah resmi menjadi suamiistri kepada istrinya. 
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d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksiyang adil dan laki-
laki Islam merdeka. 
e. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran daripihak calon istri 
atau walinya atau wakilnya dan qabulpenerimaan oleh calon suami 
dengan menyebutkanbesarnya mahar (mas kawin) yang diberikan. 
f.  Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah(pernikahan) maka 
hendaknya diadakan walimah(pesta pernikahan). 
g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuaidengan analogi surat 
Ali-Imran ayat 282 harusdiadakani i‟lân an-nikâh (pendaftaran nikah), 
kepadaPejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22Tahun 1946 
jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun1974 (lihat juga Pasal 7 KHI 
Instruksi Presiden RI No.1Tahun 1991).
49
 
“Sejak Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap 
pernikahan, yang selalu diperhatikanadalah jaminan bahwa ikatan pernikahan 
itu dikokohkan sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama.Untuk 
mencapai tujuan tersebut, Islammemberikan beberapa aturan dan batasan 
tertentu yangdapat digunakan untuk menuju kepadanya.” 
“Secara normatif, hukum asal dari pernikahan dalam Islam adalah 
sunnah. Para ulama Malikiyaah Muta‟akhirin berpendapat bahwa kawin itu 
wajib untuk sebagian orang, namun sunnat untuk sebagian lainnya dan juga 
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mubah untuk segolongan yang lainnya.
50
 Hal itu, jika ditinjau berdasarkan 
atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi‟iyah 
mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, 
disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.
51
 Berkaitan dengan 
hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya 
perkawinan, yaitu: 
“Pertama, Wajib. Seseorang akan menanggung hukum wajib, jika 
orang itu telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan 
dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. 
Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib 
menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu 
wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan 
kaidah:” 
“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka 
sesuatu yang lain itu pun wajib”.
52
 
“Kedua, Sunnah. Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat 
jumhur ulama‟.
53
 Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan 
kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak 
dikhawatirkan akan berbuat zina.” 
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“Ketiga, Makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 
melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan 
diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya 
tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat 
untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.” 
“Keempat, Haram. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan 
tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan 
kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam 
melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk 
juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, 
masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak 
dapat kawin dengan orang lain.” 
“Kelima, Mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 
melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan 
berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. 
Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan 
bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga 
yang sejahtera.” 
3. Pencatatan Perkawinan 
“Registrasi atau pencatatan memuat pencatatan tentang kependudukan 
dan kejadian-kejadian vital lainnya. Pencatatan kependudukan berkaitan 




seperti migrasi dari suatu daerah ke daerah lain. Termasuk pula gerak 
penduduk antar negara, masuk dan keluar dari suatu negara baik bandar 
udara atau pun laut. Adapun pencatatan kejadian-kejadian vital 
kependudukan adalah seperti pencatatan kelahiran, kematian, kematian janin, 
abortus, perkawinan dan perceraian.
54
 Semuanya dicatat secara bersamasama 
dengan karakteristik orang-orang yang bersangkutan, seperti umur, jenis 
kelamin, tempat kelahiran, status perkawinan dan lain-lain,
55
 termasuk pula 
pencatatan status agama seseorang.” 
“Sementara buku nikah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi pencatatan nikah secara sah di 
depan hukum. Proses pencatatan sendiri berarti suatu administrasi negara 
dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. 
Mencatat artinya memasukkan pernikahan itu dalam buku nikah kepada 
masing-masing suami isteri. Kutipan buku nikah itu sebagai bukti otentik 
yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh 
pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil sebagai dimaksud 
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“Jadi, yang dinamakan Pecatatan pernikahan adalah pendataan 
administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam 
masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun 




“Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, pencatatan akad nikah dilakukan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
58
 yang 
pada waktu itu hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura. Setelah keluarnya 
UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954,
59
 pencatatan akad nikah 
sebagaimana dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 pun berlaku 
untuk seluruh wilayah Indonesia.” 
“Pada masa itu pencatatan akad nikah bukan menjadi keharusan. Hal 
ini dapat terlihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 
yang menyatakan bahwa: 
“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut 
nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh 
Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.” 
                                                             
57
 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 26 
58
 http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2246.pdf. Diakses 5 Januari 2021 
59
http://produkhukumonline.blogspot.com/2011/11/undangundangno32tahun1954tentang. 





“Dalam pasal tersebut terlihat bahwa pegawai pencatat nikah hanya 
bertugas mengawasi terlaksananya pernikahan agar dapat berlangsung sesuai 
dengan ketentuanketentuan hukum Islam.” 
“Adapun beberapa dasar hukum mengenai pencacatan pernikahan, 
antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan:“ 
“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut 
nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh 
Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk 
yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan 




Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 
menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.". 
61
 
Pelaksanaan dari pencatatan ini diatur menurut PP Nomor 9 Tahun 
1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bab II pasal 
2, ayat 1 berikut ini : 
 "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 




Ayat 2:  
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"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada 
Kantor Catatn Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."  
 
Pasal 6 Ayat 1: 
“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-sayart perkawinan 
telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan 
menurut Undang Undang.”  
 
“Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), 
Pegawai Pencatat meneliti pula:  
a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam 
hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan 
surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-Ushûl  calon 
mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan 
itu;  
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat 
tinggal orang tua calon mempelai;  
c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), 
(3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai 
atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;  
d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang Undang, dalam hal 
calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;  
e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) 
UndangUndang;  
f. Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian 
surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau 
lebih;  
g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, 
apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan 
Bersenjata;  
h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai 
Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak 
dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga 




“Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan yang mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa 
penting yang dialami oleh seseorang dalam register pada Pencatatan Sipil 
dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dialami setiap penduduk 
Republik Indonesia. Pasal 1, ayat 4 UU No. 22 tahun 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan bahwa: “ 
“Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan 
membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri 
Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak 
mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. 




Pencatatan Nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan 
dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui 
perundangundangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan 
khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melaui 
pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan 
diantara suami isteri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya 
hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.
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Dalam proses pelaksanaan pencatatan pernikahan tentunya ada berbagai 
persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon pasangan yang 
hendak melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya di KUA 
sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 
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Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang 
Pencatatan Nikah.  
“Secara rinci, dokumen-dokumen tersebut meliputi: 1. Fotokopi Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin (minimal 4 lembar). 2. Fotokopi 
Kartu Keluarga (KK) calon pengantin (minimal 3 lembar). 3. Pas photo 
berwarna calon pengantin dengan ukuran 2×3 (5 lembar) & ukuran 3×4 (8 
lembar). 4. Surat pengantar dari RT setempat. 5. Surat Pernyataan Belum 
Pernah Menikah atau Surat Pernyataan masih Perjaka/Perawan, bermaterai 
Rp. 6.000,- (biasanya RT setempat menyediakan, jika tidak ada bisa dibuat 
sendiri). 6. N1, N2 dan N4 dari desa/kelurahan. 7. Surat izin orangtua (N5). 
8. N6 dari desa/kelurahan (bagi janda/duda cerai mati). 9. Akta Cerai dari 
Pengadilan Agama (bagi janda/duda cerai hidup).” 
“Adapun prosesnya, berdasarkan KMA RI No. 477 tahun 2004 Tentang 
Pencatatan Nikah, dapat diterangkan sebagai berikut: Untuk Calon Pengantin 
Laki-laki (CPL):” 
“1. Calon Pengantin Laki-laki (CPL) yang hendak menikah dalam kurun 
waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja datang ke Ketua RT setempat 
guna meminta surat pengantar hendak menikah untuk ke kantor 
Kelurahan, sekaligus minta blangko formulir pernyataan masih 




dengan membawa : a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK). b) Fotocopy KTP 
(2 lembar). c) Materai 6.000 (1 lembar)” 
“2. Pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas dan imunisasi (TT1, TT2, dll).” 
“3. Ke kantor kelurahan untuk membuat surat-surat yang diperlukan N1, N2, 
N4, N6 (untuk duda cerai mati) & surat pengantar untuk KUA, dengan 
membawa : a) Fotocopy Kartu Keluarga (CPP 2 lembar & CPW 1 
lembar). b) Fotocopy KTP (CPP 2 lembar & CPW 1 lembar) Semua 
surat-surat yang sudah diperoleh dari kelurahan tersebut hendaknya di 
fotokopi rangkap dua.” 
4. Berkas-berkas surat pengantar dari kelurahan dibawa ke KUA setempat. 
5. Bila pernikahan dilakukan di luar wilayah kerja KUA dimana CPL 
tinggal, maka CPL harus membawa seluruh berkas yang sudah disahkan 
di desa/kelurahan tersebut di atas ke KUA setempat untuk 
membuat/meminta Surat Keterangan Rekomendasi Nikah ke keluar 
daerah, atau yang biasa disebut Surat Keterangan Numpang Nikah.  
Sementara untuk Calon Pengantin Perempuan (CPP)  
1. Calon Pengantin Perempuan (CPP) yang hendak menikah dalam kurun 
waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja datang ke Ketua RT setempat 
guna meminta surat pengantar hendak menikah untuk dibawa ke kantor 
kelurahan, sekaligus minta blangko formulir pernyataan masih 




dengan membawa : a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) b) Fotokopi KTP (2 
lembar) c) Materai 6.000  
2.  Pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas dan imunisasi (TT1, TT2, dll).  
3.  Ke kantor kelurahan untuk membuat surat-surat yang diperlukan N1, N2, 
N4, N6 (untuk duda cerai mati) & surat pengantar untuk KUA + N5 
(Surat Persetujuan Orang Tua), dengan membawa: a) Fotocopy Kartu 
Keluarga (CPW 2 lembar & CPP 1 lembar). b) Fotocopy KTP (CPW 2 
lembar & CPP 1 lembar) Semua surat yang diperoleh dari kelurahan agar 
difotokopi rangkap dua.  
4.  Berkas-berkas surat pengantar dari kelurahan selanjutnya dibawa ke KUA 
setempat.  
5.  Kedua calon pengantin mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 
pada tempat pendaftaran: a) Tempat Pendaftaran dijabat oleh seorang 
pegawai yang merangkap sebagai Bendahara dengan tugas menerima 
pendaftaran dan menerima persyaratan pernikahan untuk diverifikasi oleh 
Penghulu. b) Penghulu memverifikasi seluruh administrasi persyaratan 
nikah. c) Penghulu mengadakan penataran Pola 5 Jam terhadap Catin 
memanfaatkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja). d) Kepala KUA melakukan 
penjadwalan dan menunjuk penghulu sebagai pelaksana. e) Persyaratan 
yang telah dilengkapi model NB dimasukkan pada Buku Kendali. f) 




Penghulu. h) Penulisan Kutipan Akta Nikah oleh penghulu. i) Ekspedisi 
Surat Nikah oleh staf. j) Arsip oleh staf. 
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Pernikahan dalam konsep yang formal menurut peraturan 
perundangundangan memadukan antara pelaksanaan aturan agama dan 
hukum positif. Peraturan agama terimplementasi dalam prosesi akad nikah 
yang harus memenuhi rukun dan syarat, dimana keduanya menjadi parameter 
keabsahan pernikahan. Namun, sekedar mendasarkan pada ketentuan agama 
saja tidak cukup karena berarti perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan 
pembuktian secara yuridis, karena itu diperlukan pencatatan perkawinan di 
depan penghulu KUA.  
Sedangkan dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan memerlukan 
pelayanan administrasi, di mana karena pelayanan tersebut maka masyarakat 
yang berkepentingan harus membayar biaya administrasi sebagaimana sudah 
ditentukan.15 Sebelum keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ada beberapa 
peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan pernikahan. diantaranya 
terdapat 14 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 tahun 2004 Tentang 
Pencatatan Nikdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 
Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku Pada Departemen Agama (Kementerian Agama).  
 






Dalam penjelasan PP tersebut pada poin ke III disebutkan mengenai 
penerimaan dari KUA kecamatan, biaya pencatatan nikah dan rujuk sebesar 
Rp. 30 ribu per peristiwa.16 Irjen Kementerian Agama M. Jasin 
membenarkan ketentuan tersebut, bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk 
sebesar Rp. 30 ribu. Aturan terbaru mengenai biaya pencatatan pernikahan di 
Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Kementerian Agama). PP ini 
berisi penetapan biaya pencatatan nikah dan rujuk di KUA pada jam dan hari 
kerja Rp. 0,00- (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar jam dan hari 
kerja KUA dikenakan biaya Rp. 600.000,-. Pengecualian terhadap warga 
Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang 
melaksanakan nikah di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp. 0 (nol rupiah) 
atau bisa dikatakan gratis. 
Secara  normatif,  kemestian  dilakukannya    pencatatan  perkawinan  
dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  diatur    pada  pasal  5  dan  6  yang 
berbunyi: 
a. Pasal   5 ayat   1:   Agar   terjamin   ketertiban   perkawinan   bagi  
masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan  harus  dicatat.  Dan  ayat  2: 
Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh 





b. Pasal  6  ayat  1  menyatakan  bahwa  Untuk  memenuhi  ketentuan  
dalam   pasal   5,   setiap   perkawinan   harus   dilangsungkan   di 
hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. dan  ayat  2  
menyatakan  bahwa  Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar pengawasan  
pegawai  pencatat  nikah  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.
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Berdasarkan  bunyi  pasal  di  atas  dapat  difahami  bahwa  pencatatan 
perkawinan      paling   tidak      dimaksudkan   agar   perkawinan   dapat  
dilaksanakan  dengan  tertib  dan  perkawinan  yang  dilaksanakan  memiliki 
kekuatan  hukum.  Kedua  hal  tersebut  sangat  diperlukan    baik  oleh  para 
pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  dan  yang  berkepentingan  dari 
perkawinan  tersebut  maupun  bagi  pemerintah  dalam  rangka  menjaga 
stabilitas masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  
Kegunaan  pencatatan  nikah  menurut  ketentuan  KHI,  di  antaranya 
sebagai alat bukti  bahwa telah dilakukan perkawinan, hal ini sebagaimana 
diatur  pada  pasal  7  yang  menyatakan    bahwa  perkawinan  hanya  
dapatdibuktikan  dengan  akta  Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  
Nikah.dan diajukanisbat nikahnya kepengadilan Agama.
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 Dengan  demikian,  
akte  nikah  menjadi  alat  bukti  yang  sangat  kuatjika dibandingkan dengan 
kedudukan saksi dalam perkawinan, bahkan akte nikah   tersebut   digunakan   
sebagai   dokumen   penting   dalam   kegiatan administrasi  sehari-hari,  








sehingga  warga  negara  Indonesia  tidak  dapat memisahkan  diri  dari  
pencatatan  tersebut.  Selain itu,  kegiatan  pencatatan perkawinan   pada   
intinya   adalah   untuk   melakukan   penelitian ataupemeriksaan dokumen 
yang terkait dengan identitas calon mempelai, serta memeriksa    dokumen    
pendukung    dalam    rangka    memastikan    agar perkawinan   tersebut   
tidak   bertentangan   dengan   hukum   agama   dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. 
4. Konsep tentang Maqāṣid asy-syarīah 
Secara etimologi Maqāṣid asy-syarīah terdiri dari dua unsur kata yaitu; 
Maqāṣid dan syarīah, unsur pertama (Maqāṣid) merupakan bentuk jama‟ dari 
kata maqshud yang merupakan kata jadian (masdar) qashada yang berarti 
bermaksud atau menuju sesuatu. Dengan demikian Maqāṣid  adalah tempat 
atau objek sasaran dari suatu tindakan.
68
 Unsur kedua, (syarīah) berarti 
kebiasaan atau sunnah.
69
  Pada mulanya kata syari‟ah dimaksudkan bagi 
semua tuntutan Allah kepada umat-Nya yang disampaikan melalui 
Rasulullah SAW.
70
 Kemudian dalam istilah ahli Ushûl  fiqh mengalami 
penyempitan makna, bagi mereka syari‟ah merupakan bagian tertentu dari 
ajaran Islam secara keseluruhan. Kata syari‟ah menurut mereka mempunyai 
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kesesuaian dengan salah satu tema pokok al-Qur‟an yang secara sederhana 
diungkapkan dalam tiga hal: aqidah, akhlak dan syari‟ah, dalam kaitan ini 




Secara terminologis terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan 
oleh ulama‟ Ushûl  fiqh, Imam al-Syatibi mempergunakan kata yang 
berbeda-beda dengan sebutan tersebut, misalnya Maqāṣid asy-syarīah,
72
 atau 
al-maqashid al- Syar‟iyyah fi al-Syari‟ah, dan maqashid min syar‟i al-
hukm,
73
 walaupun kata- kata tersebut secara redaksional berbeda-beda namun 
mengandung pengertian yang sama yakni berarti tujuan hukum yang 
diturunkan oleh Allah SWT. Secara lebih tegas Imam al-Syatibi memberikan 
definisinya dengan ungkapan,”Sesungguhnya syari‟ah itu bertujuan 
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”
74
 Sementara 
Illal al-Fasi memberikan definisi maqasid al- Syari‟ah secara lebih ringkas, 
yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari‟ah dan rahasia-rahasia dibalik 
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Menurutnya Imam al-Syatibi, maqâshid al-syarî ah terbagi menjadi tiga 
bagian, yaitu:  
“(1). Kemauan taklîf, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf 
dalam mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh Syâri‟. 
Selanjutnya as- Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah 
yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara 
perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh Syâri‟, 
(2) Maqâshid sebagai dalalah dari khithâb syara‟ atau menurut ahli 
ushûl adalah nash,dan (3) Maqâshid syari‟ah dari hukum, yaitu menarik 





“Menurutnya Muhammad al-Thâhir ibn Ashûr membagi maqâshid al- 
syari‟ah menjadi dua bagian, yaitu: (1)Maqashid al-syarî‟ah al-„ammah 
adalah makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh Syâri‟ dalam 
segenap permasalahan syara‟ tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. 
Pembahasannya meliputi: Karakteristik syari‟ah, Tujuannya secara umum, 
makna-makna yang mempunyai korelasi dengan pensyari‟atan dan 
sebagainya, dan (2) Maqâshid al-syarî‟ah al khãshah adalah tata cara yang 
dimaksudkan oleh syara‟ untuk merealisasikan maqâ shid manusia yang 




“Inti dari tasyrî‟ Islam adalah jalbu al-mashâlih dan dar‟u al-mafsadah. 
Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan 
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perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Akan 
tetapi, mashlahah ini terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari 
kesalehan ummah atau jamaah. Tinjauan mashlahah dari sisi pengaruh ini 
terbagi ke dalam dlarûriyah, hâjjiyah dan tahsîniyah. Secara garis besar 
maqâshid syarî‟ah terbagi dua bagian“:  
“Pertama, maqâshid yang dikembalikan kepada maksud syâri‟. Syâri‟ 
menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu illat yaitu 
kemaslahatanmanusia, baik kemaslahatan duniawi, maupun kemaslahatan 
ukhrawi. Kedua, hukum syari‟ah yang dikembalikan kepada maksud 




“Menjaga maqshâ shid syarî‟ah sebagaimana yang digariskan oleh ahli 
Ushûl  Fiqh terbagi kepada tiga tingkatan: dlarûriyah, hâjjiyah dan 
tahsîniyah. Dalam fiqh aulawiyât dituntut untuk mendahulukan dlarûriyah 
dari pada yang hâjjiyah. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara 
hâjjiyah dan tahsî niyah, kita dituntut untuk mendahulukan hâjjiyah daripada 
tahsîniyah.” 
“Pertama, dlarûriyah adalah bentuk kemaslahatan primer yang 
mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh 
masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan 
destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan. Dalam 
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kaitannya dengan dlarûriyah, sebagaimana yang akan dirinci nanti dibagi 
menjadi lima bagian hifdz al-dîn lebih diprioritaskan daripada hifdz al-nafs, 
dan hifdz al-nafs lebih diprioritaskan daripada hifz al-„aql dan begitu 
seterusnya.  
Kedua, hâjjiyah adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat 
demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi 
yang lebih baik. Jika mashlahah ini terabaikan bahayanya tidak sampai 
mengganggu kemapanan yang ada, hanya terjadi kekurang serasian hidup. 
Sepertipensyari‟atan rukhshah (keringanan) dalam hifdz al-din, dan hifdz 
nashl menasabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan 
diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk 
dalam hal ini penciptaan cara-cara lain sebagai sad al dzarâi‟.  
Ketiga, tahsî niyât adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk 
menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi pada 
legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari‟at. Kemashlahatan 
tahsnîyât melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga 
bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti 
disyari‟atkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam mu‟amalah terdapat 
pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan 
umum. Lebih terperinci lagi, maqâshid syari‟ah dalam visi dlarûriyah terbagi 
menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan al- kulliyât al-khams, 




a. Hifdz al-Dîn; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). Syari‟ah Islam 
mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan 
yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan 
shari‟ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan 
secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling 
intervensi dan interpolasi ajaran,
79
 sehingga keyakinan masing-masing 
tergambar jelas, (QS. al-Kafirun 109: 1-6). Syari‟ah Islam juga 
melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya 
(QS. al-Baqarah 2: 256). Dampaknya adalah membuahkan kerjasama 
yang seimbang antara ummat beragama dalam kegiatan social, ekonomi, 
pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yang 
digambarkan oleh QS. al-Mumtahanah 60: 8, yaitu  
ٍَ نَ  ٍِ انَِّزْي ُ َع
ىُكُى ّللّاٰ ٰٓ ُْ ٌْ ََل يَ ٍْ ِديَاِسُكْى اَ ُكْى يِّ ْٕ نَْى يُْخِشُج َٔ  ٍِ ْي ُكْى فِى انذِّ ْٕ ْى يُقَاتِهُ
 ٍَ ْقِسِطْي ًُ َ يُِحةُّ اْن
ٌَّ ّللّاٰ ْىْۗ اِ ِٓ ا اِنَْي ْْٕٓ تُْقِسطُ َٔ ُْْى  ْٔ  تَثَشُّ
 
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan 
tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya 
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 Ayat ini, menegaskan bahwa tidak boleh melakukan ketidak 
adilan terhadap orang-orang yang tidak memerangi atau memusui Islam. 
Dalam konteks ke-Indonesiaan yang sangat majmuk saat ini, maka 
tuntutan untuk saling menghormati dan mendamaikan antar sesame 
bangsa, menjadi sangat penting untuk dilakukan. 
b. Hifdz al-nafs (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam 
mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan 
keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, 
martabat manusia sebagai anugrah dari Alah SWT. Dampaknya adalah 
terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan 
beradab (masyarakat madani/civil society), (QS. al-An‟am 6: 151), (al-
Baqarah 2: 179).  
ْٓأُنِى اَْلَْنثَاِب نََعهَّ  نَُكْى فِى اْنقَِصاِص َحٰيٕجٌ يّٰ َٔ ٌَ ْٕ  ُكْى تَتَّقُ
 
Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai 





Ayat ini memberikan penjelasan tentang kemungkinan terjadinya 
qishash atas orang-orang yang berbuat tidak adil pada dirinya. Namun 
demikian memaafkan dengan memberikan jaminan kehidupan yang 
lebih baik bagi seseorang, itu lebih baik dan mulia. 
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c. Hifdz al-áql (Perlindungan terhadap eksistensi akal); akal adalah 
dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaanya 
menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan 
mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. 
Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan 
peradaban. Oleh karena itu, shari‟ah Islam mengajarkan untuk 
memelihara dan mengembangkan kejernihan apemikiran manusia serta 
amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan 
dan kebingungan yang dapat menimbulkan keberingasan. Oleh karena 
itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk 
fisik maupun non fisik, dicegat oleh syari‟at Islam. Perlindungan 
terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi aqliyah manusia 
merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang 
menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua 
orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama.  
ِم ٰيْٓاَيَُّٓا انَِّزيْ  ًَ ٍْ َع اَْلَْصََلُو ِسْجٌس يِّ َٔ ََْصاُب  اَْلَ َٔ ْيِسُش  ًَ اْن َٔ ُش  ًْ ا اْنَخ ًَ ا اََِّ ْْٕٓ ٍَ ٰاَيُُ
 ٌَ ْٕ ُِ نََعهَُّكْى تُْفهُِح ْٕ ٍِ فَاْجتَُِثُ ْيٰط  انشَّ
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan 
anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. 
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Penting bagi umat Islam untuk menjaga akal sehatnya agar tetap 
teguh dan berkembang dengan baik. Minuman keras, dan hal-hal lain 
yang bisa menyebabkan hilangnya fungsi akal manusia, sungguh sangat 
dilarang oleh Allah SWT. 
d. Hifdz al-Nasl (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengajarkan 
untuk memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), 
sehingga masing- masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga 
yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan 
kehidupan yang tenteram dan tenang: 
 ْْٕٓ اًجا نِّتَْسُكُُ َٔ َْفُِسُكْى اَْص ٍْ اَ ٌْ َخهََق نَُكْى يِّ ْٓ اَ  ّ ٍْ ٰاٰيتِ ِي جً َٔ دَّ َٕ َجَعَم تَْيَُُكْى يَّ َٔ ا اِنَْيَٓا 
 ٌَ ْٔ ُش ٍو يَّتَفَكَّ ْٕ ٰيٍت نِّقَ ٌَّ فِْي ٰرنَِك ََلٰ حً ْۗاِ ًَ َسْح َّٔ 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 




Perkawinan ini diantaranya adalah upaya Allah untuk memberikan 
ruang bagi manusia untuk bisa merawat dan meneruskan keturunan 
biologisnya. Islam sangat memberikan penghormatan bagi manusia 
untuk terus mengembangkan keturunannya dengan baik. Oleh karena 
itu, Allah melarang umatnya untuk mencelakai atau mencederai 
keturunan kita. 
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e. Hifdz al-Mâl (Perlindungan terhadap harta); Islam mengajarkan untuk 
menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling 
menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah 
sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab 
(economical civility). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara 
memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan 
keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli, (QS. 
al-Baqarah 2: 275), (QS. al-Nisa 4: 29). 
 ٍْ ٌَ تَِجاَسجً َع ْٕ ٌْ تَُك ْٓ اَ انَُكْى تَْيَُُكْى تِاْنثَاِطِم اَِلَّ َٕ ا اَْي ْْٕٓ ا ََل تَأُْكهُ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ٰيْٓاَيَُّٓا انَِّزْي
ا ً ٌَ تُِكْى َسِحْي َ َكا
ٌَّ ّللّاٰ َْفَُسُكْى ْۗ اِ ا اَ ْْٕٓ ََل تَْقتُهُ َٔ ُُْكْى ْۗ   تََشاٍض يِّ
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 




Setelah itu semua, Islam juga menjamin hukum privasi umat Islam 
sendiri. Yaitu harta kekayaan yang dimiliki sesungguhnya adalah milik 
Tuhan tetapi diberikan keluasan baginya untuk memfungsikannya. 
Namun demikian, lagi-lagi Allah menerangkan tentang ketidakbolehan 
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5. Sejarah Kompilasi Hukum Islam 
“Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun 
Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan Agama.Tugas 
pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan 
pokok kehakiman.
85
 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-
badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok 
untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 
perkara yang di ajukan kepadanya”.” 
“Dengan dikeluarkanya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan 
agama tersebut, maka terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia, 
yaitu peradilan umum, perdilan agama, peradialan militer, dan peradilan tata 
usaha negara. Klausul pada undang-undang tersebut secara tegas 
memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang 
sebelumnya hanya dibawah Kementrin Agama. Oleh karena itu, secara tidak 
langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilanpengadilan 
lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
86
 Pada tahun 1977 
Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi 
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kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi 
Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
87
 
Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.” 
“Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya 
UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang- undang ini merupakan 
kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan diIndonesia, berlaku bagi seluruh 
warga negara.
88
 Sebelum lahirnya undang- undang perkawinan pemerintah 
mencoba menindaklanjuti pesan undang- undang No.14 tahun 1970, proses 
ini membutuhkan waktu yang cukup lama , hingga akhirnya rancangan 
undang-undang Peradilan Agama dapat di ajukan dan disahkan dan di 
undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata- mata untuk 
memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk 
memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang 
dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan.
89
 Dengan demikian 
Peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya 
sendiri.” 
“Sebelum undang-undang nomor 7 tahun 1989 berlaku dasar 
penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, antara lain : 
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a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura ( staatsblad 
tahun 1882 nomor 152 dan staatsblad tahun 1973 nomor 116 dan 610).  
b. Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk 
sebagian residensi Kalimantan selatan dan timur (staadsblad tahun 1973 
nomor 638 dan 639). 
c. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan 




d. Ketentuan yang dimaksud pasal 63 ayat 2 undang-undang perkawinan.91 
e. Meskipun undang-undang No 7 1989 kompetensi absolut telah 
disebutkan pada pasal 1989 namun masih sangat global untuk itu 
diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka 
berbarengan dengan itu disiapkan juga penyusunan kompilasi hukum 
Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi 
Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus 
dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia yang beragama Islam, dengan 
demikian tidak ada lagi perbedaan keputusan pengadilan agama karena 
sering terjadi kasus yang sama keputusannya berbeda, ini karena 
referensi hakim yang berbeda pula dan dipengaruhi oleh situasi dan 
lingkungan.  
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“Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada 
gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama 
dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam, selain itu wawasan 
yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku 
pada mazhab Syafi‟i, ini tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama 
karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro Peradilan 
Agama No.B./1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut 
PP no. 45 tahun 1957.” 
“Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 
18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah 
No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau 
Mahkamah Syar‟iah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran 
tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang 
memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama atau 
Mahkamah Syar‟iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman 
kitab-kitab sebagai berikut, yaitu. a). Al Bajuri; b). Fathul Muin dengan 
Syarahnya; c). Syarqawi alat Tahrir; d). Qulyubi/Muhalli; e). Fathul Wahab 
dengan Syarahnya; f). Tuhfah; g). Targhibul Musytaq; h). Qawaninusy 




Shodaqah Dahlan Syamsuri Lil Fara‟idl;j). Al Fiqh „alal Muadzahibil 
Arba‟ah;dan k). Mughnil Muhtaj;
92
” 
“Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, 
namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah 
kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.
93
 Menurut Bustanul 
Arifin yang dikutib Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia menjelaaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah 
kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau 
setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan 
pemakain kitab atau pendapat yang tidak menguntungkanya itu, seraya 
menunjuk kitab atau pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. 
Bahka diantara ke 13 kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan 
dan sering pula terjadi perselisihan diantara para hakim perihal kitab mana 
yang menjadi rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan 
Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai 
“pendapat pengadilan” meskipun Hakim tidak menutup kemungkinan setuju 
dengan pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang 
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“Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang 
disarankan, kesemuannya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-
kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi‟i. 
Kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab komparatif 
(perbandingan madzhab).
96
 Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam 
bahasa Arab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu 
Arab.
97
 Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus 
Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku 
untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selaian alasan itu, pemerintah 




“Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung 
dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 
tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum 
Islam melalauyurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek 
Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa 
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proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu: Pertama, Bahwa sesuai dengan 
fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya 
peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di 
lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam 
yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama; dan Kedua, 
Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek 
pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu 
membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat 
Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.
99
” 
“Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang 
disusunnya Kompilasi Hukum Islam, yakni:  
“Pertama, Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu 
hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran 
hukum masyarakat dan bangsa Indonesia;” 
 
                                                             
99
 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 
1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan 




“Kedua, Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama 
mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya 
sebagai peradilan Negara;” 
“Ketiga, Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan 
Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi 
bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum 
Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 
Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman 
dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab 
yang kesemuanya madzhab Syafi‟i;” 
“Keempat, Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin 
berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk 
diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, 
memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya 
dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun 
perbandingan di negara-negara lain.” 
“Kelima, Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan 




dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama 




“Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan 
dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang 
permaslahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di Lingkungan 
Peradilan Agama. Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan diatas 
diterima secara serta merta. Seperti Marzuki Wahid dan Rumadi dalam 
bukunya Fiqh Madzhab Negara menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum 
Islam merupakan akumulasi dari konfigurasi politik hukum Islam di 




“Menurut Abdul Chalim Mohammad dalam bukunya Abdurrahman 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengemukakan bahwa, gagasan untuk 
menyusun Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun 
lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan 
Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis 
justisial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional.
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Langkah gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak tak terkecuali bapak 
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Presiden Soeharto. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil 
prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua 
Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi 
Hukum Islam.
103
 Tidak hanya sampai itu dukungan dari Presiden Soeharto. 
Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama 
tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang 
Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui 
Yurisprudensi dengan jangka waktu proyek selama 2 tahun.
104
 
“Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden 
No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 
230.000.000,00 yang biaya tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dari 
Presiden Soeharto sendiri.24 Memang tidak ada salahnya ketika seorang 
kepala negara memberikan dukungan terhadap pembentukan sebuah hukum. 
Namun disisi lain, hal ini juga akan memberikan kesan tersendiri terhadap 
motif apa yang melatarbelakangi dukungan tersebut atau seberapa 
pengaruhnya terhadap independensi produk hukum itu sendiri.“ 
“Terkait hal ini, Moh. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di 
Indonesia menjelaskan bahwa karakter produk hukum secara dikotomis 
dibagi menjadi dua yakni : Pertama,  Produk hukum responsif atau 
populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan 




 Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, 




memenuhi harapan masyarakat; dan Kedua, Produk hukum konservatif atau 
ortodoks atau elittis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan 
visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat 
positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana idiologi dan program 
negara. berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup 




“Untuk mengetahui apakah suatu produk hukum responsif, atau 
konservatis salah satu indikatornya adalah proses pembuatanya. Produk 
hukum yang berkarakter responsif mengundang/melibatkan masyarakatnya 
melalui kelompokkelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. 
Sedangkan proses pembuatan hukum yang bersifat ortodok cenderung 




“Dari sini jelas bahwa ada indikasi dari pemerintah dalam hal ini 
Presiden untuk ikut campur secara dominan dalam pembuatan Kompilasi 
Hukum Islam. Peran aktif dominan pemerintah dalam pembentukan 
Kompilasi Hukum Islam tidak sebatas itu, dalam hal gagasan adanya 
rancangan penyusunanKompilasi Hukum Islam juga bergulir dari kalangan 
birokrat, serta dalam hal tim proyek Kompilasi Hukum Islam juga diisi 
sebagian besar oleh orangorang yang sama. 27 Setelah mendapat restu penuh 
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dari Presiden Soeharto. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua 
Mahkamah Agung dan Menteri Agama membuat tim kerja 
untukmemudahkan kinerja dari proyek Kompilasi Hukum Islam tersebut." 
“Adapun nama-nama yang menjadi penyusun adalah sebagai berikut: 
a. Pimpinan Umum  
Prof. H. Busthanul Arifin, S. H. (Ketua Muda Urusan Lingkungan 
Peradilan Agung)  
b. Wakil I Pimpinan Umum  
H. R. Djoko Soegianto, S. H. (Ketua Muda Urusan Lingkungan 
Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis Mahkamah 
Agung)  
c. Wakil II Pimpinan Umum  
H. Zaini Dahlan, M. A. (Direktur Jenderal Pembinaan, Kelembagaan 
Agama Islam Departemen Agama RI)  
d. Pimpinan Pelaksana Proyek  
H. Masrani Basran, S.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)  
e. Wakil Pimpinan Pelaksana Proyek  
H. Muchtar Zarkasih, S. H. (Direktur Pembinaan Badan Peradilan 
Agama Islam Dep. Agama RI)  
f. Sekretaris Proyek  
Ny. Lies Sugondo, S. H. (Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan 
Mahkamah Agung RI)  




h. Bendahara Proyek  
1) Alex Marbun (Pejabat Mahkamah Agung RI)  
2) Drs. Kadi (Pejabat Dep. Agama RI)  
i. Pelaksana bidang yang meliputi :  
a)  Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi  
  (1)Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)  
  (2)Prof. H. MD. Kholid, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung) 
  (3)Wasit Aulawi MA (Pejabat Departemen Agama)  
 b) Pelaksana Bidang Wawancara  
  (1)M. Yahya Harahap, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)  
  (2)Abdul Gani Abdullah, S. H. (Pejabat Departemen Agama)  
c) Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data  
  (1)H. Amiroeddin Noer, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)  
  (2)Drs. Muhaimin Nur, S. H. (Pejabat Departemen Agama)  
“Selanjutnya dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 
Maret 1989 tersebut ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah 
untuk melaksanakan usaha pembangunnan hukum Islam melalui 
yurisprudensi dengan jalan koqmpilasi huzkum. Sasarannya mengkaji kitab-
kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar 






B. Tinjaun Penelitian yang relevan 
Beberapa upaya telah dilakukan untuk menelusuri penelitian-penelitian 
yang telah dilakukan sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara 
menelusuri atau membrowsing di pelbagai referensi baik melalui literatur-
literatur yang berbentuk hasil penelitian, buku ataupun jurnal ilmiah yang telah 
diterbitkan atau pun belum bahkan termasuk pula artikel-artikel yang dipublikasi 
di berbagai webblog. Upaya maksimal telah dilakukan dan hanya ada beberapa 
referensi yang ditemukan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.  
Pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyati tentang pencatatan 
pernikahan sebagai upaya penanggulangan nikah sirri. Penelitian ini terfokus 
pada hukum nikah sirri dalam kajian kaidah-kaidah atau metode-metode Ushûl  
fikih yaitu qiyas, zari„ah, maslahah dan „urf.Dengan menggunakan metode 
qiyas, Islamiyati menyamakan pencatatan akad nikah dengan pencatatan dalam 
bidang muamalah di mana persoalan muamalah ini telah diatur terlebih dahulu 
dalam Q.S. al-Baqarah [2: 282]. Begitu juga dengan menggunakan teori zari„ah, 
Islamiyati menyimpulkan bahwa akibat dari nikah sirri sangat merugikan pihak 
istri dan anak-anak. Kendatipun di dalam nikah sirri terdapat kemaslahatan, 
tetapi kemudaratan dari akad ini lebih besar. Selanjutnya dengan menggunakan 
metode maslahah, Islamiyati menyimpulkan bahwa setiap peraturan yang 
ditetapkan untuk menegakkan kemaslahatan maka ia merupakan penerjemahan 




terwujud apabila hukum Islam selalu terbuka dengan kebutuhan zaman sekarang. 
Hal ini seperti pencatatan merupakan suatu keharusan di zaman sekarang.
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 Penelitian yang dilakukan Islamiyati sepertinya sama bahkan jika dilihat 
dari metode-metode Ushûl  fikih yang digunakannya tampak lebih bervariasi jika 
dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Namun demikian, 
kendatipun penelitian ini tampak sempurna tetapi tidak ditemukan pandangan 
akhir dari Islamiyati tentang akad nikah sirri itu sendiri dan kaitannya dengan 
eksistensi pencatatan buku nikah; ia dapat menjadi syarat sah atau rukun akad 
nikah.  
Kedua, Supani meneliti tentang pencatatan perkawinan dalam teks 
perundang-undangan perkawinan di beberapa negara Islam perspektif Ushûl  
fikih. Pokok persoalan dalam penelitian ini adalah ketentuan pencatatan 
perkawinan ditinjau dari Ushûl  fikih. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
di beberapa negara Islam mengharuskan pencatatan perkawinan kecuali Al-Jazair 
yang menyatakan bahwa pernikahan dibolehkan setelah mendapat pengesahan 
dari pegawai yang berwenang; tanpa menyebutkan aturan pencatatan 
perkawinan. Menurut Supani, keharusan melakukan pencatatan perkawinan 
bukan diperoleh melalui aturan tegas dari Alquran atau pun hadis. Keharusan ini 
diperoleh melalui analisis beberapa metode Ushûl  fikih yaitu qiyas, zari„ah dan 
maslahah terhadap pencatatan perkawinan. Dengan menggunakan metode qiyas, 
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Supani menganalogikan pencatatan perkawinan dengan pencatatan dalam 
transaksi bisnis, bahkan menurutnya pencatatan perkawinan termasuk dalam 
kategori qiyas aulawi. Pencatatan perkawinan yang berwujud buku nikah dalam 
kajian zari„ah dapat menjadi sarana untuk membuktikan eksistensi perkawinan. 
Akta nikah menjadi instrumen (media, wasilah) untuk menjaga hak dan 
kewajiban seluruh anggota keluarga dalam yuridis formal. Selanjutnya melalui 
metode maslahah Supani menganalisis tentang adanya perintah untuk mencatat 
seperti pada Q.S. al-Baqarah [2: 282] dan Q.S. anNur [24: 33] dipastikan 




Penelitian yang dilakukan Supani ini tidak berbeda jauh dengan penelitian 
Islamiyati yang menggunakan metode Ushûl  fikih sebagai alat analisis. Namun 
jika dilihat kembali hasil kajian tersebut, sepertinya kedua penulis di atas belum 
menyatakan sikap yang tegas apakah pencatatan buku nikah dapat dijadikan 
sebagai syarat atau rukun bahkan kategori-kategori lainnya.  
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sainul yang meneliti tentang 
urgensi pencatatan nikah dalam perundang-undangan di Indonesia. Fokus 
penelitian ini terletak pada urgensi pencatatan akad nikah itu sendiri. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa produk dari pencatatan akad nikah adalah buku 
nikah. Buku nikah itu sendiri sangat penting karena dapat dijadikan sebagai 
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jaminan kepastian hukum dan merupakan bukti otentik yang sempurna jika di 
kemudian hari terjadi sengketa dalam keluarga.
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Keempat, adapun penelitian yang tampak serupa dengan penelitian Sainul 
di atas, adalah penelitian yang dilakukan oleh Nunung Rodliyah, yang meneliti 
tentang pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan 
menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa 
pencatatan pernikahan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan 
dianjurkan oleh syarak dan ketentuan hukum yang berlaku, agar terjamin 
ketertiban pernikahan bagi masyarakat, sehingga pernikahan hanya dapat 
dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN. 
Pencatatan pernikahan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah selain 
merupakan bukti otentik suatu pernikahan, ia memiliki fungsi sebagai “jaminan 
hukum” (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya hukumkepada Pengadilan 
Agama apabila seorang suami atas istri melakukan suatu tindakan menyimpang 
dan melanggar ketentuan undang-undang pernikahan yang berlaku. Akta nikah 
juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak, dasar untuk pencantuman 
istri dalam daftar gaji suami dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak. Bagi 
pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah 
maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama oleh suami atau istri 
                                                             
109
 Sainul, “Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal 








Kelima, Kebalikan dari kedua penelitian di atas dilakukan Euis 
Nurlaelawati yang meneliti tentang pernikahan tanpa pencatatan. Dalam 
penelitian ini Euis Nurlaelawati memfokuskan kajiannya pada dampak 
pernikahan tanpa pencatatan sekaligus memberikan solusi pada permasalahan 
tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak pernikahan tanpa 
pencatatan sangat merugikan dan memudaratkan kepada suami dan istri baik 
sebagai diri pribadi masing-masing atau sebagai orang tua yang artinya juga 
dipastikan berdampak pada anak. Euis Nurlaelawati menyatakan perlu adanya 
upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bahkan dalam menghadapi 
permasalahan tersebut yaitu dengan mengikuti isbat nikah. Hal ini sesuai dengan 
pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa suatu 
pernikahan yang tidak dapat dibuktikan melalui Akta Nikah, dapat diajukan isbat 
nikahnya ke Pengadilan Agama dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat 
yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan isbat nikah, Kompilasi Hukum Islam 
telah jelas menyatakan bahwa yang berwenang melakukan isbat nikah adalah 
Pengadilan Agama, tetapi di beberapa tempat Euis Nurlaelawati menemukan 
adanya beberapa KUA yang menyelenggarakan isbat nikah. Dengan adanya 
                                                             
110
 Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan 




“kontestasi” ini akhirnya menjadi salah satu penyebab tidak dapat maksimalnya 
pengontrolan syarat-syarat bagi pasangan yang ingin mengikuti isbat nikah.
111
 
Jika beberapa penelitian tersebut ditemukan dengan penelitian penulis, 
terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Penelitian itu ada yang lebih terfokus 
pada urgensi pencatatan, tetapi tidak menyebutkan kedudukan pencatatan itu di 
dalam tulisannya, ada juga yang hanya melihat administrasi hukum bahwa akta 
nikah selain merupakan bukti otentik suatu pernikahan, ia memiliki fungsi 
sebagai “jaminan hukum” (dasar tuntutan). Begitu juga penelitian lainnya ada 
yang mengkaji dampak tidak tercatatnya suatu akad pernikahan, tetapi tidak 
melanjutkan kajiannya tentang kedudukan pencatatan tersebut dalam akad 
pernikahan.
112
Ia hanya memberikan solusi agar akad nikah yang tidak tercatat 
agar mengikuti isbat nikah walaupun juga masih mengandung masalah.  
Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Marwin tentang pencatatan 
perkawinan dan syarat sah perkawinan dalam tatanan konstitusi. Dalam 
penelitian ini disebutkan bahwa kewajiban untuk melakukan pencatatan 
pernikahan adalah kewajiban administratif. Menurut Mahkamah Konstitusi 
kewajiban administratif itu dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama dalam 
perspektif negara kewajiban pencatatan tersebut adalah untuk memberikan 
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jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang 
dilakukan negara dimaksudkan agar pernikahan sebagai perbuatan hukum 
penting dalam kehidupan. Pencatatan ini berimplikasi pada akibat hukum yang 
sangat luas di kemudian hari. Dengan pencatatan, akad pernikahan dapat 
dibuktikan dengan bukti akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan 
negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan dapat 
terselenggara secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan 
tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu 
akad pernikahan. Penentuan keabsahan suatu pernikahan menjadi domain aturan 
yang digariskan masing-masing agama dan aliran kepercayaan yang dianut calon 
mempelai. Pernikahan menjadi sah jika dilakukan menurut syarat-syarat yang 
telah ditetapkan agama. Namun akan lebih memiliki kepastian hukum jika 
pernikahan itu dicatat menurut peraturan yang berlaku.
113
 
Perbedaan penelitian yang dilakukan Marwin dengan penelitian lainnya 
adanya ketegasan Marwin terhadap kedudukan pencatatan akad nikah. Ia 
mengatakan bahwa pencatatan akad nikah mengandung kebaikan tetapi bukan 
sebagai penentu sahnya akad. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak 
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memberikan ketegasan sebagaimana yang dilakukan Marwin. Adapun 
perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat dari 
pendekatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
pendekatan Ushûl  fikih-kontekstual sehingga kendatipun ada di antara para 
peneliti yang juga menggunakan pendekatan Ushûl  fikih pula, tetapi hampir 







A. Jenis Penelitian 
“Penelitian secara paradigmatic, terbagi dalam dua jenis, yaitu peneltian 
Kualitatif dan Kuantitatif. Kedua pendekatan tersebut memiliki asumsi, tujuan, 
karakteristik, dan prosedur yang berbeda. Prinsip-prinsip teoretis penelitian 
kuantitatif yang salah satunya adalah mengkonstruksikan pengetahuan pada 
prosedur eksplisit, eksak, formal dalam mendefinisikan konsep serta mengukur 
konsep-konsep dan variabel.
114
 Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu 
upaya pencarian ilmiah (scientific inquiry) yang didasari oleh filsafat positivisme 
logikal (logical positivism) yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat 
mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi.
115
 Fokus penelitian 
kuantitatif diidentifikasikan sebagai proses kerja yang berlangsung secara 
ringkas, terbatas dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat 
diukur atau dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk 
menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari 
variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif 
(untuk meramalkan suatu gejala).” 
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“Sedangkan pada penelitian Kulaitatif mendasarkan diri pada 
konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, 
interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh 
setiap individu.
116
 Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis 
dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui 
interaksinya dengan situasi sosial mereka.
117
 Penelitian kualitatif mengkaji 
perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan 
fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena 
sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah 
dimana peneliti merupakan instrumen kunci.
118
” 
“Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan 
dan tingkat kelamiahan (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, 
metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (basic 
research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan 
(research and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan, 
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“Berdasarkan latarbelakan dan masalah dalam penelitian ini, maka jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menkaji mengenai konsep dan 
teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-
artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, ini disebut dengan 
kajian pustaka. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori 
yang menjadi dasar studi dalam penelitian.
120
 Kajian pustaka atau studi pustaka 
merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian 
akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun 
aspek manfaat praktis.
121
 Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini 
penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.” 
“Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui 
terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan 
diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, 
jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, 
desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.
122
 Karena 
penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library 
research), maka data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau 
majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Menurut M. Nazir 
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studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-
laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
123
 Selanjutnya 
M Nazir menambahkan bahwa studi kepustakaan merupakan langkah yang 
penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah 
selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topic penelitian 
yang akan diteliti.” 
“Dalam pencaran teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-
banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan 
dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-
sumber lainnya yang sesuai. Bila telah memperoleh kepustakaan yang relevan, 
maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh 
karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum sperti mengidentifikasi teori 
secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat 
informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.” 
“Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki 
deskriptif dan juga memiliki ciri historis.
124
 Dikatakan historis karena banyak 
penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamyna 
penelitian agama, misalnya tentang karya para ulama klasik tentang pencatatan 
pernikahan pada masa lalu dan lain sebagainya. Penelitian karya-karya tokoh 
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agama tersebut termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini bisa 
meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian 
tentang karya tertentu atau naskah tertentu. Oleh karenanya penelitian 
kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya 
sangat banyak sehingga memerlukan motode yang memadai. Untuk itu dalam 
penelitian kepustakaan, mengumpulkan buku harus secara bertahap, sebab akan 
kesulitan apabila tidak demikian.” 
“Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu 




1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan 
pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang 
atau lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan 
pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metoe yang biasa 
dikembangkan dalam studi fisiologi, dll. Jadi perpustakaan adalah laborat 
peneliti kepustakaan dan karena itu, teknik membaca teks menjadi bagian 
fundamental dakam penelitian kepustakaan.  
2. Data pustaka bersifat siap pakai (ready mode), artinya peneliti tidak kemana-
mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah 
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tersedia di perpustakaan. Ibarat orang belajar naik sepeda, orang tidak perlu 
membaca buku artikel atau buku tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu 
pula halnya dengan riset pustaka. Satu-satunya cara untuk belajar 
menggunkan perpustkaan dengan tepat ialah langsung menggunakannya. 
Meskipun demikian, peneliti yang ingin memenfaatkan jasa perpustkaan, 
tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustkaan untuk 
kepentingan penelitian atau pembuatan makalah.  
3. Data perpustakaan umumnya sumber sekunder, artinya bahwa peneliti 
memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan 
pertama di lapangan.  
4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Peneliti 
berhadapan dengan info statis atau tetap, arinya kapanpun ia datang dan 
pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data mati 
yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekan tape atau 
film). 
“Penelitian ini jugatermasuk dalam jenis penelitian hukum normatif,
126
 
yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, khususnya yang terkait dengan 
pencatatan pernikahan menurut kompilasi hukum Islam (KHI)dihubungkan 
dengan Maqāṣid asy-syarīah. Adapun sifat dari penelitian ini adalahdeskriptif 
analisis, yaitu model penelitian yang meneliti status kelompok manusia,suatu 
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objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa padamasa 
sekarang kemudian dihubungkan dengan teori yang ada.
127
” 
“Penelitian deskriptif analitis, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-
kata, gambar, bukan angka-angka.
128
 Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana 
yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sifat penelitian ini adalah prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek 
yang diamati.
129
 Analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan 
untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 
fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.
130
 Adapun tujuan dari penelitian 
deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan 
akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini 
digunakan untuk mengetahui bagaimana pencatatan pernikahan menurut 
kompilasi hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan Maqāṣid asy-syarīah.” 
B. Sumber Data 
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai 
berikut: 
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1. Data Primer; merupakan data utama dalam penelitian ini yang secara khusus 
membahas tentang pencatatan pernikahan atau buku nikah yang ada dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, 
dan KompilasiHukum Islam. 
2. Data Sekunder; merupakan data penunjang yang akan ditelusuri melalui 
buku dan karya tulis yang membahas tentang pencatatan perkawinan atau 
buku nikah dan Maqâshid al-Syarî‟ah. 
C. Pendekatan Penelitian 
Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis-
normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum 
doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama 
yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
131
 Pendekatan yuridis-
normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum 
Islam dan hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam dan hukum 
positif untuk menemukan legalitas dari pencatatan perkawinan itu sendiri. 
Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu 
pendekatan konseptual (Conseptual Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan 
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dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli 
atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
132
 
Dengan demikian, maka pendekatan yang digunakan dalam memperoleh 
data adalah menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis dan Ushûl  Fiqh sebagai 
usaha untuk menjelaskan tentang pencatatan pernikahan atau buku nikah yang 
ada di Indonesia sebagaimana tertuang dalam hukum positif di Indonesia 
kemudian dianalissi atau ditinjau dari perspektif Maqāṣid asy-syarīah. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Data penelitian yang akan disusun dan diperoleh dengan cara melakukan 
penelusuran dan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas 
tentang pencatatan pernikahan atau buku nikah yang ada di Indonesia 
sebagaimana tertuang dalam hukum positif di Indonesia kemudian dianalissi atau 
ditinjau dari perspektif Maqāṣid asy-syarīah. 
Karena penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, maka langkah-
langkah yang diambil dalam pengambilan data dalam penelitian ini diantaranya 
adalah sebagai berikut: Pertama, mencatat semua temuan mengenai pencatatan 
pernikahan atau buku nikah yang ada di Indonesia sebagaimana tertuang dalam 
hukum positif di Indonesia kemudian dianalisis atau ditinjau dari perspektif 
Maqāṣid asy-syarīah yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-
sumber. Setelah mencatat, Kedua, memadukan segala temuan, baik teori atau 






temuan baru yang berkaitan dengan Maqāṣid asy-syarīah. Ketiga, menganalisis 
segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, 
kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di 
dalamnya; dan Keempat. mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil 
penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan 
baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda, sebagaimana 
yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni pencatatan pernikahan atau buku 
nikah yang ada di Indonesia sebagaimana tertuang dalam hukum positif di 
Indonesia kemudian dianalisis atau ditinjau dari perspektif Maqāṣid asy-syarīah. 
E. Teknik Analisa Data 
Teknik yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data model Miles 
dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua 
tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama, 
analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi 
atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang 
dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini 
dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian;Kedua, setelah 
dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali 
setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan 
hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya 




perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut. 
Aktifitas analisis data model ini antara lain, reduksi data (data reduction), 
display data dan gambaran konklusi atau verifikasi (conclusion 
drawing/verification).
133
 Reduksi data (data reduction), yaitu melakukan proses 
pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data 
mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 
dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 
diverifikas. Kemudian data tersebut di sajikan hingga memperoleh pemahaman 
yang utuh. Terahir memberikan kesimpulan. 
Untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dilakukan dalam penelitian 
sebuah teks yang menggunakan pendekatan hermeneutik yaitu dengan 
menggunakan interpretasi historis, yang merupakan suatu kegiatan untuk 
menetapkan gagasan dan memberi makna yang saling berhubungan di antara 
data-data yang diperoleh,
134
 yang berkaitan dengan lahirnya sebuah hukum, 
begitu juga menyangkut tentang peristiwa yang mengitari atau munculnya 
sebuah hukum. Karena menganalisa hasil pemikiran yang pernah hidup di masa 
yang telah lewat, atau undang-undang pencatatan pernikahan atau buku nikah 
yang ada di Indonesia sebagaimana tertuang dalam hukum positif di Indonesia 
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kemudian dianalisis atau ditinjau dari perspektif Maqāṣid asy-syarīah, maka 
secara metodologis penelitian ini akan menggunakan tinjauan kesejarahan yang 
dikenal dengan istilah historical approach.
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 Dengan menggunakan pendekatan 
tersebut dimaksudkan untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau 
yang mungkin mempengaruhi proses pembentukan hukum undang-undang 
pencatatan pernikahan atau buku nikah yang ada di Indonesia sebagaimana 
tertuang dalam hukum positif di Indonesia tersebut. Rekonstruksi tersebut 
dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, 
mengevaluasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan. 
Adapun langkah setelah itu adalah menganalisa data. Dalam hal ini data yang 
telah diperoleh akan dianalisa isinya. artinya, setelah data dideskripsikan apa 
adanya tentang undang-undang pencatatan pernikahan atau buku nikah yang ada 
di Indonesia sebagaimana tertuang dalam hukum positif di Indonesia maka 
dengan deskriptif –analisis, penulis menguraikan isi serta menganalisisnya 
dengan perspektif Maqāṣid asy-syarīah.  









Berdasarkan uraian pada babsebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Aturan Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam masih 
menimbulkan ragam penafsiran. Namun demikian, pengaturan pencatatan 
perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap 
perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya 
dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI 
menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus 
melalui mekanisme itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai 
kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan. 
2. Konsep pencatatan perkawinan dalam KHI tersebut, sangat sesuai dengan 
teori Maqāṣid asy-syarīahatau tujuan dari ditetapkannya sebuah hukum 
syariah. Juga selaras dengan prinsip maslahah (kemanfaatan) dalam 
pandangan Al-Syatibi. Relevansinya terletak pada perlindungan hak dan 
kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindungan jiwa (hifdz 




(hifdz al-nasl). Bahkan pencatatan tersebut menjadi bagian rukun nikah, jika 
merujuk pada urgensi dan kemashlahatan dari sebuah pernikahan. 
3. Pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, dalam konteks masyarakat 
Indonesia saat inimenjadi tidak bisa terbantahkan. Sebagai Negara hukum, 
Indonesia telah menetapkan beberapa ketetapan yang mengharuskan bagi 
setiap warganaya agar melakukan pencatatan dalam pernikahan. Oleh karena 
itu, sebagai warga Negara, sudah menjadi sebuah keharusan untuk mentaati 
pemimpin atas perintah-perintah yang diberikan, selama tidak bertentangan 
dengan alquran dan sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang 
telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya 
Muslim wajib ditaati, termasuk diantaranya adalah pencatatan pernikahan. 
B. Saran-saran 
1. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk reformasi hukum 
keluarga yang dilakukan oleh negara-negara muslim di dunia. Tujuannya 
adalah agar tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan 
perlindungan hukum atas suatu perkawinan. Oleh karena itu, langkah 
Indonesia dengan menjadikan pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban 
yang dilegalkan dalam suatu perundang-undangan melalui Kompilasi Hukum 
Islam, menjadi sangat tepat. Namun demikian, perintah itu dalam KHI perlu 
dipertegas dengan sanksi atau hukuman bagi pelaku, sehingga tidak lagi 




2. Bagi masyarakat muslim pada umumnya, kesadaran untuk mencatat atau 
melakukan pencatatan pernikahan itu sangat penting. Hal ini, disebabkan 
bahwa pencatatan perkawinan selain untuk menjaga harta benda adalah juga 
untuk menjaga keturunan. Sebagaiama dipaparkan di atas, salah satu 
maqâshid al-syarî‟ah adalah untuk menjaga keturunan, Islam telah mengatur 
pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan orang-orang yang tidak 
boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-
syarat apa yang harus dipenuhi. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam 
menjaga keturunan, anak yang dilahirkan statusnya harus jelas dan diakui, 
baik secara hukum negara maupun hukum agama. Secara hukum negara, 
status anak dianggap sah jika anak tersebut memiliki akta kelahiran dan akta 
kelahiran dapat diperoleh karena adanya akta nikah. Pencatatan perkawinan 
sangat diperlukan dalam menjaga keturunan. 
3. Sebagai warga Negara yang baik, sepatutnya kita selalu mentaati para 
pemimpin kita. Lebih-lebih para pemimpin kita adalah muslim juga. Ketika 
mereka menetapkan sebuah aturan tentang keharusan melakukan pencatatan 
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